
 

SALINAN 
 

 
 
 

 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR  105  TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 

PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 
PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya Kurikulum 2013 

secara efektif dan efisien pada satuan pendidikan, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5410); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2014; 

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 
kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai 

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan 
Presiden Nomor 41/P Tahun 2014; 
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6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 54 
Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

Pendidikan Dasar dan Menengah; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 64 
Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan 

Menengah; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 65 

Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 66 

Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar 
dan Menengah; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 

Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;  

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 
Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah 
Pertama/Madrasah Tsanawiyah;  

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 
Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah 
Atas/Madrasah Aliyah;  

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah 

Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 
PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang selanjutnya disebut 
Pendampingan adalah proses pemberian bantuan penguatan pelaksanaan 
Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; 

2. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah 
Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), 
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar 
Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah 

Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa 
(SMK/MAK/SMKLB). 

 

Pasal 2 

(1) Pendampingan memiliki tujuan: 

a. memfasilitasi proses adopsi Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; 
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b. memfasilitasi pengayaan/kontekstualisasi sebagai bagian dari 
pengembangan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; 

c. memperkuat keterlaksanaan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; 
dan  

d. memperkuat pemahaman dan membangun kepercayaan diri dalam 

pelaksanaan pembelajaran berbasis Kurikulum 2013. 

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran: 

a. pengawas satuan pendidikan; 

b. kepala satuan pendidikan; dan 

c. pendidik. 

(3) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh substansi 
pendampingan sesuai dengan status dan peran masing-masing. 

 

Pasal 3 

(1) Pendampingan dilakukan berdasarkan prinsip: 

a. profesional;  

b. kolegial; 

c. sikap saling percaya; dan 

d. berkelanjutan. 

(2) Prinsip profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan dengan kriteria dan 

prosedur keahlian. 

(3) Prinsip kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 

kegiatan pendampingan yang dilakukan dengan pendekatan dan iklim 

kesejawatan antara pendamping dan yang didampingi. 

(4) Prinsip sikap saling percaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan dengan saling 

menghormati dan bertanggungjawab. 

(5) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan secara terencana, 

terus-menerus, dan semakin meningkat. 

 

Pasal 4 

Pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 berisi: 

a. penguatan substansi bahan ajar untuk setiap mata pelajaran dan/atau 

tema pembelajaran; 

b. penguatan sistem pembelajaran pada Kurikulum 2013; 

c. penguatan sistem penilaian hasil belajar oleh pendidik pada Kurikulum 

2013 dan pengisian laporan hasil belajar peserta didik; 

d. pengembangan perangkat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; dan 

e. pengembangan model penelusuran minat peserta didik melalui bimbingan 

dan konseling. 
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Pasal 5 

Pengelolaan pendampingan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan 

Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah bekerjasama dengan 

dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai 

dengan kewenangannya. 

 
 

Pasal 6 

(1) Pendampingan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan: 

a. model pendampingan di induk kluster/gugus; dan  

b. model pendampingan di satuan pendidikan. 

(2) Model Pendampingan berbasis kluster/gugus satuan pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh guru 

pendamping. 

(3) Model pendampingan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dilakukan oleh guru pendamping yang ada di satuan 

pendidikan tersebut.  

 

Pasal 7 

(1) Guru pendamping dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 terdiri atas unsur: 

a. pengawas satuan pendidikan; 

b. kepala satuan pendidikan; dan 

c. pendidik. 

(2) Syarat sebagai pendamping dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. telah lulus pelatihan Kurikulum 2013 dengan prestasi sekurang-

kurangnya dengan predikat memuaskan (M); dan 

b. telah lulus dalam bimbingan teknis guru pendamping. 

(3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dapat 

menyediakan sumber daya pendidikan dalam pelaksanaan pendampingan 

pada satuan pendidikan. 

 

Pasal 8 

Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah menggunakan Pedoman sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini. 
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Pasal 9 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Oktober 2014 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
TTD. 
 

MOHAMMAD NUH 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 8 Oktober 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
TTD. 

 
AMIR SYAMSUDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1508 

 
Salinan sesuai dengan aslinya. 

Kepala Biro Hukum dan Organisasi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

 

TTD. 

 

Ani Nurdiani Azizah  

NIP 195812011986032001 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


